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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the problem Effectiveness of Criminal Sanctions Additional Settings In Law 

Number 23, 2004 on the Elimination of Domestic Kekersan (Case Study In State Court Pontianak). 

From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion that: 

1. Setting additional criminal sanctions under Article 50 of Law Number 23, 2004 on the Elimination 

of Domestic Violence, judged not effective enough to sustain the effectiveness of the application of 

criminal sanctions in the underlying criminal acts of violence in the household. That's because only a 

limited range, which is to give freedom to the judge dropped criminal trial for the purpose of 

supervision to offenders and keep the integrity of the household. In other words, it is not intended to 

provide additional criminal sanctions against the principal who is weighting, as stipulated in Article 

10 of the Book of Law Criminal Law and laws governing criminal sanctions outside the Criminal 

Code. Consequently, additional criminal sanctions can not be applied to mengefktifkan sanction of 

imprisonment or fines for criminal acts of domestic violence that cause severe injuries or death of the 

victim. 2. Additional Criminal Sanctions settings so that a more effective way to provide legal 

protection for victims of crime to domestic violence in the future, it is necessary to extend the norms 

of Article 50 of Law Number 23, 2004: a. Not just limited to giving freedom to the judge in imposing 

a criminal trial for the purpose of supervision to offenders and keep the integrity of the household: 

but expanded as the support of the principal criminal sense of security and protection to victims of 

both material and immateriel. b. Additional types of criminal sanctions should be formulated, other 

than as provided for in Article 50 of Law Number 23, 2004 are: 1) Change the material and 

immaterial losses for victims of domestic violence, both against: a, husband, wife, and children; b. 

people who have a family relationship with a person to whom a letter by blood, marriage, dairy, care, 

and guardianship, living within the household, and / or c people who work to help the household and 

living in the household. d. People who work as intended letter c is viewed as a member of the family 

in the long term is in the household. 2) The dismissal of the civil service of the offender's status as 

civil servants (central and local), military, police, and civil servants in the military and police 

institutions; 3) dismissal from the post of state: legislative, executive and judicial branches. 4) The 

revocation of the rights, such as: child care, custody and / or guardianship. Further expansion of the 

arrangement and recommended that additional criminal sanctions mentioned above, can only be 

imposed on offenders who violated: Article 44 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3), 

Article 46, Article 47, Article 48, and Article 49 of Law Number 23, 2004 on the Elimination of 

Domestic Violence: 

Keyword: Elimination of Domestic Violence 
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ABSTRAK 

 
Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 
Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh 

kesimpulan bahwa :  1. Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk 

menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga. Hal itu 
dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan 

pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah 

tangga. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang 
bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-

undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak 

dapat diterapkan untuk mengefktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban. 2. Agar Pengaturan 

Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak 

pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004: a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam 
menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga 

keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada 

korban baik secara materiel maupun immateriel. b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat 
diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: 1) 

Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap : a, 

suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 

menetap dalam rumah tangga; dan/atau c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota 

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 2) Pemecatan sebagai 
pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, 

dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri; 3) Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. 4) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian 
dan/atau pengampuan. Selanjutnya direkomendasikan agar perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana 

tambahan tersebut di atas, hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar : Pasal 44 ayat (1); ayat (2) 

dan ayat (3); Pasal 46; Pasal 47; Pasal 48; dan Pasal 49  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Kata Kunci: Kekersan Dalam Rumah Tangga 
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Latar Belakang 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai 

merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Pasal 28 dan Pasal 28A sampai 

Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas memberikan 

jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. 

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 PHQHQWXNDQ� EDKZD� ³Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak 

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

\DQJ�PHUXSDNDQ�KDN�DVDVL´��.HPXGLDQ�3DVDO���+�D\DW (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menentXNDQ�EDKZD�³6HWLDS�RUDQJ�EHUKDN�PHQGDSDW�NHPXGDKDQ�GDQ�SHUODNXDQ�

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan �́� 

6HODQMXWQ\D�3DVDO�����PHQRUPDWLINDQ�³1HJDUD�EHUGDVDU�DWDV�.HWXKDQDQ�<DQJ�0DKD�(VD´�GDQ�

³1HJDUD menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu´��.DUHQD�LWX��SHUNDZLQDQ�\DQJ�GLODQGDVL�

hukum agama dan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pada gilirannya 

akan membentuk bangunan keluarga  rumah tangga perlu dilindungi keutuhannya oleh setiap 

anggota keluarga, warga masyakat dan Negara. 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri 

tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga 

tersebut. 

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, 

negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai 

dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, 

adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi. 

Pandangan negara tersebut di atas, telah diwujudkan dengan membentuk dan mengundangkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Sebab, dalam perkembangan tata kehidupan berkeluarga dewasa ini menunjukkan terjadinya tindak 
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kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sehingga dibutuhkan 

perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga 

terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, 

antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan 

serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik 

kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan 

tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, 

Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, 

pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka 

lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada 

keutuhan dan kerukunan rumah tangga. 

Namun selama hampir delapan tahun berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetap 

marak terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia. Padahal, berdasarkan Pasal 44 sampai Pasal 

49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah ditentukan sanksi pidana penjara dan sanksi denda 

yang cukup berat, namun menurut parktiknya, penerapan sanksi penjara tersebut lebih rendah dari 

ketentuan normatifnya. 

Penerapan sanksi pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan undang-undang dan 

tuntutan jaksa penuntut umum oleh Majelis Hakim, pada gilirannya dapat menimbulkan kurang 

efektifnya penerapan sanksi pidana untuk menimbulkan effek jera kepada pelaku maupun 

pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi tanpa diikuti dengan 

penerapan sanksi pidana tambahan yang memadai, sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menentukan : 

³Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana 

tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan 

pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu 
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dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan 

OHPEDJD�WHUWHQWX´�
1
 

Karena itu, ke depan menurut hemat penulis perlu diformulasi sanksi pidana tambahan yang 

OHELK� PHPDGDL�� DQWDUD� ODLQ� EHUXSD� �� ³SHPED\DUDQ� XDQJ� SHQJJDQWL� DWDV� NHUXJLDQ� PDWHULLO� GDQ�

LPPDWHULDO�\DQJ�GLGHULWD�NRUEDQ´�DWDX�³SHPHFDWDQ�GDUL�SHQJDZDL�QHJHUL�VLSLO´� terhadap pelaku yang 

EHUVWDWXV� 3HJDZDL� 1HJHUL� 6LSLO´�� 7HJDVQ\D�� 3XWXVDQ� 3HQJDGLODQ� GLKDUDSNDQ� PHQMDGL� VXDWX� EHQWXN�

perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya 

ancaman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  

Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum secara perdata 

dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Agama. Hal ini dipilih oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, 

namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh 

suaminya selama perkawinan.
2
. 

 

Permasalahan 

Bagaimana seharusnya pengaturan sanksi pidana tambahan yang lebih efektif untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan. 

 

Pembahasan 

Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan 

 

1. Fungsi sanksi dalam peraturan perundang-undangan 

Norma sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undngan, hakikatnya 

berfungsi sebagai norma penegak dari suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa norma 

sanksi, maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif. Norma sanksi 

diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan karena adanya perbuatan yang dilarang, 

diperintahkan, diwajibkan, atau diharuskan. Jika norma larangan, perintah, kewajiban, dan keharusan 

tidak ditopang oleh norma sanksi, maka peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya paksa 

untuk dipatuhi oleh subyek hukum yang diikatnya dan ditegakkan oleh lembaga/aparatur penegak 

hukum yang berwenang. Karena itu, tujuan umum diaturnya norma sanksi,  adalah untuk:  

                                                
1 Menurut penjelasannya, ketentuan sanksi pidana tambahan di atas, hanya dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku 

dan menjaga keutuhan rumah tangga. 
2
 Mitra Perempuan, &DWDWDQ�.HNHUDVDQ�WHUKDGDS�3HUHPSXDQ�	�/D\DQDQ�:RPHQ¶V�&ULVLV�&HQWUH��/DSRUDQ�����, 

Hlm. 2 
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a. Mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan; 

b. Menindak setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 

c. Menghukum setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 

d. Memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan; 

e. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang 

berlaku agar diperoleh ketertiban, rasa aman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam tata 

kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Terdapat tiga jenis sanksi utama yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, 

yaitu : sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. Ketiga jenis sanksi ini masing-masing 

memiliki karakteristik tersendiri, sebagai berikut: 

1.1. Sanksi Pidana 

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah pidana hakikatnya mengandung unsur-unsur atau 

ciri-ciri pokok :
3
  

a. merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan. 

b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang 

berwenang). 

c. dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 

Demikian pula menurut pandangan Andi Hamzah,
4
 bahwa hukuman merupakan sanksi yang 

menderitakan atau memberi nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena bersalah 

melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas 

´nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali´�� DUWLQ\D� �7LDGD� VXDWX� SHUEXDWDQ� GDSDW�

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 

VHEHOXPQ\D´� 

Berkenaan dengan diaturnya tuntutan ganti rugi dalam hukum pidana, Oemar Seno Adji,
5
 

menyatakan terdapat tiga macam ganti rugi dalam perkara pidana, yaitu : a. Ganti rugi setelah 

herziening, b. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan dengan undang-undang, c. 

Ganti rugi yang diberikan kepada mereka yang termasuk ataupun menjadi korban kejahatan. 

                                                
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia (beberapa catatan terhadap RUU tentang 

perubahan UU No. 31/1999), Makalah Seminar Nasional Pemberantasan dan Penanggulangan Korupsi dengan Sistem 

Pembuktian Terbalik, 10 Juli 2001, Surakarta : Fakultas Hukum UNS, Hlm. 4. 
4 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, Hlm. 3. 
5
 Oemar Senoadji, Herziening, Ganti Rugi dan Suap dan Perkembangan Delik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, 

Hlm. 7-9. 
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Kemudian Sahetapy berpendapat bahwa pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan, ada 

kaitannya dengan disiplin ilmu viktimologi, yaitu yang membahas permasalahan korban dari segala 

aspeknya.
6
 Karena itu, bila dihubungkan dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka 

setiap oarang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dapat diberikan ganti 

kerugian secara materiel, baik terhadap:  

a. suami, isteri, dan anak; 

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada 

huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 

menetap dalam rumah tangga; dan/atau 

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, 

ataupun; 

d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga 

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief,
7
 perlindungan korban dalam proses pidana 

tentunya tidak lepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam 

hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan 

perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, sistem sanksi dan 

pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan 

kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. 

Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan kongkret, 

tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Perlindungan korban 

secara tidak langsung itu dapat dicermati pada pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, 

antara lain : 

a. Pasal 349 KUHP : Pencabutan hak menjalankan pencaharian sebagai dokter/bidan dalam 

kasus pengguguran. 

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi 

Penutupan seluruh/sebagian perusahaan si terhukum. 

c. Pencabutan ijin usaha industri berdasarkan Pasal 26 Jo.19 UU No.5 tahun 1984 tentang 

perindustrian yang bermaksud melindungi standar bahan baku dan barang hasil industri. 

                                                
6 JE Sahetapy,Viktimologie Sebuah Bunga Rampai, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hlm. 43. 
7
 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana Jurnal Hukum Pidana dan 

Kriminologi VoL I, 1998, Hlm. 16-17. 
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d. Pencabutan surat ijin mengemudi/SIM berdasarkan Pasal 70 UU No.14 tahun 1992 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana positif (materiil dan formil) memberi perhatian 

juga kepada korban secara langsung. Antara lain terlihat dari ketentuan : 

a. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yang menurut Pasal 14 c KUHP hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bagi terpidana "untuk mengganti" kerugian yang ditimbulkan dari 

tindak pidana. Jadi ganti rugi disini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. 

b. Pasal 8 sub d UU No.7 Drt. 1955 memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan 

sanksi "tindakan tata tertib" berupa "kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak", 

"meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak", dan "melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki 

akibat-akibat", yang semuanya atas biaya terhutang. 

c. Bab XIII (Pasal 98 ² 101) KUHAP memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan 

kerugian dalam perkara pidana. 

Muladi berpendapat bahwa dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan 

belum menampakkan pola yang jelas. Dari segi hukum materiil dapat dilihat antara ketentuan yang 

berkaitan dengan pidana bersyarat, sebagaimana diatur Pasal 14 c KUHP. Dalam Pasal tersebut 

disebutkan adanya syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, yaitu kewajiban bagi 

terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pidana dalam 

waktu tertentu.
8
 

Selain itu, juga ada beberapa istilah mengenai ganti rugi yaitu uang ganti rugi dan uang 

pengganti, hal ini bisa diketahui dalam beberapa ketentuan sebagai berikut : 

a. Pasal 18 ayat (1) huruf E�88�1R�����7DKXQ������GLVHEXW�GHQJDQ� LVWLODK�´SHPED\DUDQ�XDQJ�

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

WLQGDN�SLGDQD�NRUXSVL´� 

b. Pasal 14 c (1) KUHP : dalam perintah yang tersebut Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan 

hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan 

melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka Hakim boleh mengadakan perjanjian 

istimewa bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang 

dapat dihukum, semuanya atau sebagian saja yang ditentukan atas klaim tempo yang akan 

ditetapkan, yang kurang lamanya dari tempo percobaan. 

c. Pasal 95 KUHAP :  

                                                
8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukwn Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hlm.. 87. 
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(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, 

ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan 

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau 

penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang 

praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. 

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, 

terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili 

perkara yang bersangkutan. 

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) 

ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili 

perkara pidana yang bersangkutan. 

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti 

acara praperadilan. 

 

d. Pasal 98 KUHAP: 

 

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara 

pidana oleh Pengadilan Negeri, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim 

ketua sidang atas permintaan itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara 

gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. 

 

Demikian juga berdasakan Pasal-Pasal 99 s.d. 101 KUHAP tentang penggabungan perkara 

gugatan ganti rugi juga ditemui istilah ganti kerugian, antara lain sebagai berikut : 

Pasal 99 : 

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatarmya pada perkara 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang 

tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan 

dan tentang hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan 

tersebut. 

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan 

hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan 

oleh pihak yang telah dirugikan. 

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila 

putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 100 : 

(1). Apabila terjadi penggabungan perkara antara perkara perdata dan perkara pidana, maka 

penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. 

(2). Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan 

banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. 

Pasal 101 : 

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam 

undang-undang ini tidak diatur 
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Terkait perbedaan antara pembayaran uang pengganti dengan ganti rusi, Joko Sumaryanto 

berpendapat, bahwa :
9
 

1. Pidana pembayaran uang pengganti ádalah pidana tambahan yang khsusus ditentukan dalam 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah pidana pembayaran uang pengganti atau 

disingkat pidana uang pengganti. Istilah ini harus dibedakan dengan istilah ganti rugi dalam 

hukum perdata. Sebagai pidana tambahan, maka pidana pembayaran uang pengganti tidak 

dapat berdiri sendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Suatu putusan 

hakim, berupa pidana pembayaran uang pengganti mengikuti pidana pokok (Pidana Penjara, 

Pidana penjara dan Denda), pidana pembayaran uang pengganti biasanya diikuti dengan 

pidana tambahan yang lain yaitu perampasan barang-barang (apabila ada barang-barang yang 

masih dapat disita/dirampas). 

2. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus dibedakan dengan ganti kerugian 

dalam lapangan hukum perdata dan ganti kerugian dalam KUHAP. Ganti kerugian/ganti rugi 

dalam hukum perdata berkaitan dengan Pasal 1365 BW. Ganti kerugian berdasar ketentuan 

KUHAP disatukan dengan rehabilitasi.  

3. Pidana tambahan perampasan barang-barang ádalah merupakan pidana perampasan kekayaan 

seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan 

oleh hakim, artinya mencabut hak milik atau barang yang dipunyainya dan barang itu 

dijadikan milik pemerintah (untuk tindak pidana korupsi / kasus korupsi dilelang untuk 

negara), sedangkan Penyitaan (Pem-beslahan) bukan pidana, tetapi suatu tindakan 

kepolisian/penyidik yang artinya menahan sementara barang itu untuk dijadikan barang bukti. 

4. Dari ketentuan Pasal 18 UU 31/1999 dan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 memiliki 

perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan pidana uang 

pengganti.  

5. Pasal 18 UU 31/1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU 

KUHP tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut 

memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada 

ádalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana 

korupsi dapat kembali kepada negara. 

6. Sedangkan dalam RUU Tipikor Versi Pemerintah juga diatur mengenai 

pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara, yang secara rinci terdapat pada Pasal 59, 

yaitu bahwa : 

                                                
9 Joko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian X), Artikel, Surabaya, 19 Maret 2009. 
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(1) Pengembalian aset yang berada di luar wilayah negara RI yang merupakan hasil tindak 

pidana korupsi dilakukan dengan kerja sama secara khusus antara Indonesia dengan 

negara lain tempat aset tersebut berada ; 

(2) Kerja sama secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara 

bilateral maupun multilateral ; 

(3) Pengembalian aset dari negara tempat aset tersebut berada dilakukan secara transparan 

dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari aspek politik, sosial, 

dan ekonomi ; 

(4) Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan nilai aset yang diharapkan ; 

(5) Tanpa mengurangi arti Undang-undang tentang Pencucian Uang perlu kerja sama antar 

instansi terkait dalam rangka pelacakan dan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi 

untuk memverifiasi identitas para nasabah dan melakukan penelitian terhadap rekening 

nasabah dari orang-orang tertentu di lingkungan baik pejabat publik maupun anggota 

keluarganya   

 

7. Konsep kerugian keuangan Negara dalam perspektif hukum pidana adalah merupakan konsep 

kerugian keuangan menurut UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU 

Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan menurut undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara adalah merupakan unsur 

tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Daad-Dader Strafrecht). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ada persamaan dan perbedaan antara pengertian 

uang pengganti dan uang ganti rugi. Perbedaannya bahwa : 

a. Bila yang menyebabkan kerugian itu adalah seseorang dan ditujukan kepada kerugian negara, 

maka disebut membayar uang pengganti dan bukan membayar uang rugi (Pasal 18 ayat (1) 

huruf b UU No. 31 Tahun 1999). 

b. Bila yang menyebabkan kerugian adalah Negara/Pejabat/Petugas karena lalai memenuhi 

ketentuan KUHP, maka disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar ganti rugi (Pasal 

95 KUHAP). 

c. Seseorang pada orang lain, yang sebenarnya merupakan proses dan tuntutan perdata, tetapi 

oleh KUHAP diperkenankan melakukan penggabungan dengan proses dan tuntutan pidana, 

maka disebut membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 95 KUHP). 

Sebagai catatan, bahwa baik kepada orang maupun pada negara, pembayaran yang 

dilakukan karena syarat khusus yang diperjanjikan dalam putusan hakim, bila tidak dipenuhi disebut 

membayar ganti rugi dan bukan membayar uang pengganti (Pasal 14 c : 1 KUHP). 
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Sedangkan persamaannya adalah baik uang pengganti maupun uang ganti rugi dilihat dari 

tujuan dan fungsinya adalah sama, yaitu: 

a. Tujuannya : sebagai suatu pergantian, yaitu memberikan pergantian terhadap suatu kerugian 

yang telah terjadi, untuk mencapai keseimbangan seperti semula. 

b. Fungsinya : Dari segi fungsinya adalah sama yaitu sama-sama berfungsi sebagai suatu 

penghukuman yaitu uang pengganti merupakan suatu hukuman tambahan sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, uang ganti rugi sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 95 KUHAP adalah sebagai hukuman terhadap pejabat/petugas negara yang dalam 

tugasnya lalai memenuhi ketentuan perundangan, kekeliruan tentang orangnya rnaupun tentang 

penerapan hukumnya. 

Demikian pula dengan uang ganti rugi berdasarkan Pasal 98 KUHAP adalah sebagai 

hukuman yang dijatuhkan Pengadilan di samping hukuman pidana, demikian pula uang ganti rugi 

menurut Pasal 14 c : 1 KUHP adalah juga merupakan suatu hukuman karena lalai memenuhi syarat 

khusus dalam suatu. putusan Pengadilan. 

Pengaturan Jenis Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan 

DiRumah Tangga ke depan 

  

Mengacu pada fungsi sanksi dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka menurut 

pendapat penulis, akan lebih efektif dan fungsional apabila norma sanksi pidana tambahan 

berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diperluas cakupannya, sebagai berikut: 

a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana 

percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga 

keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan 

rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel. 

b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana 

diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: 

1) Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga, baik terhadap :
10

  

a. suami, isteri, dan anak; 

                                                
10 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud 

pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut . 

d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga 

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

2) Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri 

sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan 

Polri; 

3) Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif.  

4) Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau 

pengampuan.  

Perlu ditegaskan perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan tersebut di 

atas, hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang melanggar : 

Pasal 44 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 

(lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka 

berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak 

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta 

rupiah). 
 

Pasal 46 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga 

puluh enam juta rupiah). 

 
Pasal 47 

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas 

juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

Pasal 48 
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Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat 

luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 

sekurang-ku rang nya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau 

matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling 

sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

 

Pasal 49 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima 

belas juta rupiah), setiap orang yang: 

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). 

 

Alasan perlunya perluasan pengaturan dan penerapan sanksi pidana tambahan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah karena pengaturan sanksi pidana dan denda dalam 

undang-undang tersebut formulasinya bersifat alternatif, bukan kumulatif. Sehingga, bagi para 

pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang memiliki jabatan tinggi dan banyak uang, tentunya akan 

memilih ³SHPED\DUDQ�XDQJ�GHQGD´ daripada dihukum penjara. Jika ini yang terjadi, maka fungsi 

pidana penjara untuk membuat effek jera menjadi tidak ada gunanya. 

 

Kesimpulan 

x Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk 

menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah 

tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan kebebasan 

kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan 

terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan 

untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang bersifat pemberatan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang 

yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut 

tidak dapat diterapkan untuk mengefktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya 

korban. 

x Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu 

memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: 

¾ Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana 

percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga 
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keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan 

rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel. 

¾ Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana 

diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: 

¾ Ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, 

baik terhadap :  

� suami, isteri, dan anak; 

� orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada 

huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 

menetap dalam rumah tangga; dan/atau 

� orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 

� Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga 

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

¾ Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri 

sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri; 

¾ Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif.  

¾ Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau 

pengampuan.  
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